
2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indeks Inklusid (GEDSI) N/A ≥60 ≥64 ≥68 ≥72 ≥76 ≥80

Meningkatkan perlindungan 
sosial yang inklusif bagi seluruh 
kelompok rentan

Persentase Perlindungan Sosial 
untuk Kelompok Rentan

28% 28% 37% 45% 53% 60% 67% Jumlah masyarakat rentan yang 
mendapat perlindungan sosial 
dibagi jumlah DTKS/DTSEN x 
100%

Perlindungan sosial yang diberikan 
kepada kelompok rentan dan 40% 
merupakan angka maksimal dari 
DTKS/DTSEN

Rasio Partisipasi Perlindungan 
Sosial oleh Keluarga Miskin

>80-95 >80-95 >85-95 >90-95 >95-100 >95-100 >95-100

Meningkatkan partisipasi aktif 
masyarakat serta penguatan 
perlindungan sosial dan inklusi 
sosial bagi kelompok rentan dan 
marginal

Persentase keluarga miskin yang 
mendapatkan perlindungan sosial 
sektoral

3% N/A 3% 5% 7% 8% 8% Jumlah keluarga miskin yang 
mendapatkan bantuan modal 
usaha dibagi dengan keluarga 
rentan yang tergraduasi x 100%

Bantuan Modal Usaha bagi Keluarga 
yang sudah tergraduasi/keluarga 
rentan miskin yang sudah memiliki 
embrio usaha

Persentase penyandang disabilitas 
yang mendapat Program 
Perlindungan Sosial

15% 16% 27% 29% 38% 48% 57% Jumlah penyandang disabilitas 
yang mendapat program 
perlindungan sosial dibagi jumlah 
disabilitas x 100%

Penyandang disabilitas yang 
mendapatkan Program Perlindungan 
Sosial baik berupa bantuan sosial 
(uang dan barang) serta jaminan 
kesehatan dan ketenagakerjaan agar 
dapat mencukupi kebutuhan dasar, 
mengurangi kemiskinan dan 
meningkatkan kesejahteraan

Persentase Lansia Miskin yang 
mendapat Program Perlindungan 
Sosial

18% 22% 30% 37% 43% 50% 57% Jumlah lansia miskin yang 
mendapatkan program 
perlindungan sosial dibagi jumlah 
lansia dalam DTKS/DTSEN x 
100%

Lansia miskin yang mendapatkan 
Program Perlindungan Sosial baik 
berupa bantuan sosial (uang dan 
barang) serta jaminan kesehatan dan 
ketenagakerjaan agar dapat 
mencukupi kebutuhan dasar, 
mengurangi kemiskinan dan 
meningkatkan kesejahteraan

Rasio Gini 0,33 0,335-
0,320

0,333-0,315 0,331-0,310 0,329-0,305 0,327-0,300 0,325-0,295

Mewujudkan pengurangan 
ketimpangan

Persentase Desil 1-2 dibandingkan 
dengan jumlah penduduk

21% 20% 19% 18% 17% 16% 15% Jumlah Desil 1-2 dibagi dengan 
jumlah penduduk x 100%

Jumlah Desil 1-2 sesuai dengan 
DTSEN dan jumlah penduduk

Mewujudkan pemerataan 
kesejahteraan dan menghapus 
ketimpangan sosial ekonomi

TUJUAN RENSTRA

Mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan yang berwawasan 
kesetaraan gender, disabilitas dan 
inklusi sosial

SASARAN RENSTRA INDIKATOR SASARAN RENSTRA

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

TargetNSPK DAN SASARAN RPJMD 
YANG RELEVAN

Meningkatkan keadilan dan 
keseteraan gender serta 
keberdayaan inklusi sosial dalam 
pembangunan Daerah dan Desa

Memperluas partisipasi dan 
inklusifitas perlindungan sosial 
bagi mayarakat miskin dan 
kelompok rentan

BASELINE
2024

Formulasi Definisi Operasional



1 2 3 4 5 6 7 8

Rasio Partisipasi Perlindungan 
Sosial oleh Keluarga Miskin

Meningkatkan perlindungan 
sosial yang inklusif bagi seluruh 
kelompok rentan

Persentase Perlindungan Sosial 
untuk Kelompok Rentan

Meningkatnya penanganan 
warga negara migran korban 
tindak kekerasan

Persentase Warga Negara Migran 
Korban Tindak Kekerasan  Dalam 
dan  Luar Negeri yang Mendapatkan 
Pelayanan Pemulangan 

Program Penanganan Warga Negara 
Migran Korban Tindak Kekerasan

Persentase  Warga Negara Migran 
Korban Tindak Kekerasan yang 
Tertangani

Meningkatnya fasilitasi 
pemulangan Warga Negara 
Migran Korban Tindak 
Kekerasan dari Titik Debarkasi di 
Daerah Kabupaten/Kota untuk 
dipulangkan ke Desa/Kelurahan 
Asal

Jumlah fasilitasi pemulangan Warga 
Negara Migran Korban Tindak 
Kekerasan dari Titik Debarkasi di 
Daerah Kabupaten/Kota untuk 
dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Kegiatan Pemulangan Warga Negara 
Migran Korban Tindak Kekerasan dari 
Titik Debarkasi di Daerah 
Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke 
Desa/Kelurahan Asal

Jumlah Warga Negara Migran 
Korban Tindak Kekerasan yang 
dipulangkan dari Titik Debarkasi di 
Daerah Kabupaten/Kota untuk 
dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan 
Warga Negara Migran Korban Tindak 
Kekerasan dari Titik Debarkasi di 
Daerah Kabupaten/Kota untuk 
dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Meningkatnya pelayanan sosial 
bagi Pemerlu Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial

Persentase  Anak Terlantar yang 
Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Program Rehabilitasi Sosial

Persentase Gelandang  dan 
Pengemis  yang Terpenuhi 
Kebutuhan Dasarnya

Persentase Pemerlu Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya  
di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang 
Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Terselenggaranya Rehabilitasi 
Sosial Dasar Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 
serta Gelandangan Pengemis di 
Luar Panti Sosial

Jumlah Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, serta Gelandangan 
Pengemis di Luar Panti Sosial yang 
tertangani

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar 
Penyandang Disabilitas Terlantar, 
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 
serta Gelandangan Pengemis di Luar 
Panti Sosial

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG 
RELEVAN

Meningkatkan keadilan dan keseteraan 
gender serta keberdayaan inklusi sosial 
dalam pembangunan Daerah dan Desa

TUJUAN RENSTRA

Mewujudkan pembangunan 
yang berkelanjutan yang 
berwawasan kesetaraan 
gender, disabilitas dan inklusi 
sosial

SASARAN RENSTRA OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN
KET



Jumlah Peserta Bimbingan Sosial 
kepada Keluarga Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis dan 
Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan 
Sosial kepada Keluarga Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis dan 
Masyarakat

Terselenggaranya Rehabilitasi 
Sosial Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS 
dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Jumlah Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS 
dan NAPZA di Luar Panti Sosial 
yang tertangani

Kegiatan Rehabilitasi Sosial 
Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban 
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti 
Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan 
Pelayanan Kedaruratan 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pemberian Layanan 
Kedaruratan

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, 
Mental, Spiritual dan Sosial 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan 
Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Jumlah Orang Mendapatkan 
Layanan Rujukan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pemberian Layanan 
Rujukan

Meningkatnya penanganan 
bencana bagi korban bencana 
alam dan korban bencana sosial

Persentase Korban Bencana Alam,  
Sosial dan/atau Non Alam yang 
Terpenuhi Kebutuhan  Dasar Pada 
Saat dan Setelah Tanggap Darurat  
Bencana

Program Penanganan Bencana

Persentase Masyarakat  di Daerah 
Rawan Bencana yang Meningkat 
Kesiapsiagaannya

Persentase Korban Bencana yg 
Mendapatkan Layanan Pemulihan  
Sosial

Terselenggaranya Perlindungan 
Sosial Korban Bencana Alam 
dan Sosial Kabupaten/Kota

Persentase Penanganan Korban 
Bencana Alam dan Sosial

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban 
Bencana Alam dan Sosial 
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan 
Permakanan 3x1 Hari dalam Masa 
Tanggap Darurat (Pengungsian) 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

Jumlah Orang yang Mendapatkan 
Penanganan Khusus bagi Kelompok 
Rentan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penanganan Khusus 
bagi Kelompok Rentan

Jumlah Korban Bencana yang 
Mendapatkan Layanan Dukungan 
Psikososial Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan 
Psikososial

Terselenggaranya 
Pemberdayaan Masyarakat 
Terhadap Kesiapsiagaan 
Bencana Kabupaten/Kota

Persentase Tagana yang terbina dan 
terfasilitasi

Kegiatan Penyelenggaraan 
Pemberdayaan Masyarakat Terhadap 
Kesiapsiagaan Bencana 
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Melaksanakan 
Koordinasi, Sosialisasi dan 
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi 
dan Pelaksanaan Taruna Siaga 
Bencana



Terwujudnya pengelolaan 
Taman Makam Pahlawan

Persentase Taman Makam 
Pahlawan Nasional yang terkelola  
dengan baik

Program Pengelolaan Taman Makam 
Pahlawan

Terselenggaranya Pemeliharaan 
Taman Makam Pahlawan 
Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah Taman Makam Pahlawan 
yang terpelihara

Kegiatan Pemeliharaan Taman 
Makam Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi 
serta Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana Taman Makam Pahlawan 
Nasional Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Taman Makam Pahlawan 
Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah Makam yang Terpenuhi 
Pemeliharannya pada Taman 
Makam Pahlawan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman 
Makam Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota

Meningkatkan partisipasi aktif 
masyarakat serta penguatan 
perlindungan sosial dan inklusi 
sosial bagi kelompok rentan dan 
marginal

Persentase keluarga miskin yang 
mendapatkan perlindungan sosial 
sektoral

Meningkatnya pemberdayaan 
sosial bagi Potensi dan Sumber 
Kesejateraan Sosial

Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga 
Kesejahteraan Sosial yang 
Melaksanakan Pelayanan Sosial di 
Dalam Panti Rehabilitasi Sosial

Program Pemberdayaan Sosial

Persentase SDM Kesejahteraan 
Sosial yang memiliki sertifikasi

Persentase Lembaga  di Bidang 
Kesejahteraan Sosial  yang 
Terakreditasi dalam Pelayanan 
Sosial

Terselenggaranya 
Pengembangan Kapasitas bagi 
Potensi Sumber Kesejahteraan 
Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah PSKS kewenangan 
Kabupaten/Kota yang meningkat 
kapasitasnya

Kegiatan Pengembangan Potensi 
Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Kesejahteraan 
Sosial yang Meningkat Kapasitasnya 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan 
Kemampuan Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan 
Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia dan 
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan 
Keluarga (LK3) yang mendapatkan 
Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi 
dalam penanganan kasus 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan 
Kemampuan Sumber Daya Manusia 
dan Penguatan Lembaga Konsultasi 
Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Jumlah Sumber Daya Manusia 
Sumber Kesejahteraan Sosial 
Daerah Kabupaten/Kota yang 
Mendapatkan Bimbingan Teknis

Sub Kegiatan Pembinaan Teknis 
Sumber Daya Manusia Sumber 
Kesejahteraan Sosial Daerah 
Kabupaten/Kota

Meningkatnya perlindungan dan 
jaminan sosial bagi Fakir Miskin

Persentase Penerima  Manfaat  
yang diberikan Perlindungan dan 
Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan 
Sosial

Persentase penerima manfaat yang 
diberikan perlindungan dan jaminan 
sosial sektor pendidikan

Persentase penerima manfaat yang 
diberikan perlindungan dan jaminan 
sosial sektor kesehatan

Persentase penyaluran perlindungan 
sosial sektor pangan

Memperluas partisipasi dan inklusifitas 
perlindungan sosial bagi mayarakat 
miskin dan kelompok rentan



Persentase penyaluran perlindungan 
sosial sektoral

Terselenggaranya Pemeliharaan 
Anak-Anak Terlantar di Panti 
Asuhan

Jumlah anak di Panti Asuhan yang 
mendapatkan manfaat

Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak 
Terlantar

Jumlah Anak-Anak Terlantar yang 
Dijangkau Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-
Anak Terlantar

Terselenggaranya Pengelolaan 
Data Fakir Miskin Cakupan 
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase pengelolaan data fakir 
miskin

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Penerima Manfaat (PM) 
yang Mendapatkan Bantuan Sosial 
Kesejahteraan Keluarha 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial 
Kesejahteraan Keluarga

Meningkatkan partisipasi aktif 
masyarakat serta penguatan 
perlindungan sosial dan inklusi 
sosial bagi kelompok rentan dan 
marginal

Persentase penyandang disabilitas 
yang mendapat Program 
Perlindungan Sosial

Meningkatnya pelayanan sosial 
bagi Pemerlu Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial

Persentase Penyandang Disabilitas 
Terlantar  yang Terpenuhi 
Kebutuhan Dasarnya

Program Rehabilitasi Sosial

Indeks Kesejahteraan Sosial 
Penyandang Disabilitas

Terselenggaranya Rehabilitasi 
Sosial Dasar Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 
serta Gelandangan Pengemis di 
Luar Panti Sosial

Jumlah  Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, serta Gelandangan 
Pengemis di Luar Panti Sosial yang 
tertangani

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar 
Penyandang Disabilitas Terlantar, 
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 
serta Gelandangan Pengemis di Luar 
Panti Sosial

Jumlah Orang yang Mendapatkan 
Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga 
Sesuai kebutuhan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu

Jumlah Orang yang Mendapatkan 
Akses ke Layanan Pendidikan dan 
Kesehatan Dasar Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pemberian Akses ke 
Layanan Pendidikan dan Kesehatan 
Dasar

Meningkatkan partisipasi aktif 
masyarakat serta penguatan 
perlindungan sosial dan inklusi 
sosial bagi kelompok rentan dan 

Persentase Lansia Miskin yang 
mendapat Program Perlindungan 
Sosial

Meningkatnya pelayanan sosial 
bagi Pemerlu Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial

Persentase  Lanjut Usia Terlantar 
yang Terpenuhi Kebutuhan 
Dasarnya

Program Rehabilitasi Sosial

Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut 
Usia

Terselenggaranya Rehabilitasi 
Sosial Dasar Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 
serta Gelandangan Pengemis di 
Luar Panti Sosial

Jumlah  Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, serta Gelandangan 
Pengemis di Luar Panti Sosial yang 
tertangani

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar 
Penyandang Disabilitas Terlantar, 
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 
serta Gelandangan Pengemis di Luar 
Panti Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, 
Mental, Spiritual dan Sosial 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan 
Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial



Jumlah Orang Mendapatkan 
Layanan Rujukan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pemberian Layanan 
Rujukan

Mewujudkan pengurangan 
ketimpangan

Persentase Desil 1-2 dibandingkan 
dengan jumlah penduduk

Meningkatnya perlindungan dan 
jaminan sosial bagi Fakir Miskin

Persentase Desa dan yang 
melaksanakan pengelolaan dan 
pendataan fakir miskin

Program Perlindungan dan Jaminan 
Sosial

Persentase Keluarga Miskin dan 
Rentan Penerima Perlindungan 
Sosial yang Tergraduasi dari 
Kemiskinan

Terselenggaranya Pengelolaan 
Data Fakir Miskin Cakupan 
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase pengelolaan data fakir 
miskin

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Fakir Miskin Cakupan 
Daerah Kabupaten/Kota yang Didata

Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin 
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Usulan Penindaklayakan, 
Usulan yang Terverifikasi dan 
Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan 
yang dilaksanakan

Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

Mewujudkan pemerataan 
kesejahteraan dan menghapus 
ketimpangan sosial ekonomi



Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Target Kinerja Rp Target Kinerja Rp Target Kinerja Rp Target Kinerja Rp Target Kinerja Rp Target Kinerja Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (14)

DINAS SOSIAL 25.303.677.710,83 26.358.279.925 28.543.301.800 29.923.204.900 31.379.102.600 33.012.866.800
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 25.303.677.710,83 26.358.279.925 28.543.301.800 29.923.204.900 31.379.102.600 33.012.866.800
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 25.303.677.710,83 26.358.279.925 28.543.301.800 29.923.204.900 31.379.102.600 33.012.866.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Ketercapaian Sasaran 
Program OPD

100% 100% 6.193.588.706,83 100% 6.095.476.924 100% 6.719.360.000 100% 6.818.460.000 100% 6.920.160.000 100% 6.986.560.000

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah

Persentase tercapainya perencanaan, 
penganggaran dan evaluasi kinerja

100% 100% 43.744.829 100% 37.074.829 100% 48.500.000 100% 51.100.000 100% 53.300.000 100% 55.700.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

6 dokumen 6 dokumen 26.033.603 6 dokumen 26.033.603 6 dokumen 29.000.000 6 dokumen 30.500.000 6 dokumen 32.000.000 6 dokumen 33.500.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD

6 laporan 6 laporan 6.311.226 6 laporan 6.311.226 6 laporan 7.000.000 6 laporan 7.500.000 6 laporan 7.800.000 6 laporan 8.200.000

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

5 laporan 5 laporan 11.400.000 5 laporan 4.730.000 5 laporan 12.500.000 5 laporan 13.100.000 5 laporan 13.500.000 5 laporan 14.000.000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Administrasi 
Keuangan ASN Dinsos

100% 100% 4.744.757.002,83 100% 4.744.757.002 100% 4.900.000.000 100% 4.900.000.000 100% 4.900.000.000 100% 4.900.000.000

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN

23 orang/bulan 26 orang/bulan 4.744.757.002,83 31 orang/bulan 4.744.757.002 31 orang/bulan 4.900.000.000 31 orang/bulan 4.900.000.000 31 orang/bulan 4.900.000.000 31 orang/bulan 4.900.000.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase penyelesaian administrasi 
umum

100% 100% 274.402.053 100% 251.565.918 100% 590.000.000 100% 668.500.000 100% 752.000.000 100% 790.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan

1 Paket 1 Paket 10.000.000 1 Paket 10.000.000 1 Paket 18.000.000 1 Paket 20.000.000 1 Paket 23.000.000 1 Paket 25.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang Disediakan

7 Paket 3 Paket 35.000.000 3 Paket 35.000.000 3 Paket 43.000.000 3 Paket 45.000.000 3 Paket 48.000.000 3 Paket 50.000.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 
yang Disediakan

4 Paket 2 Paket 14.000.000 2 Paket 14.000.000 2 Paket 20.000.000 2 Paket 22.000.000 2 Paket 24.000.000 2 Paket 25.000.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan

3 Paket 3 Paket 40.674.040 3 Paket 40.674.040 3 Paket 53.000.000 3 Paket 55.000.000 3 Paket 58.000.000 3 Paket 60.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan

3 Paket 3 Paket 22.330.013 3 Paket 22.330.013 3 Paket 26.000.000 3 Paket 26.500.000 3 Paket 29.000.000 3 Paket 30.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

50 Laporan 35 Laporan 144.973.000 30 Laporan 122.136.865 40 Laporan 180.000.000 40 Laporan 200.000.000 40 Laporan 220.000.000 40 Laporan 250.000.000

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan 
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 7.425.000 1 Dokumen 7.425.000 1 Dokumen 250.000.000 1 Dokumen 300.000.000 1 Dokumen 350.000.000 1 Dokumen 350.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Persentase tercukupinya jasa 
penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah

100% 100% 864.451.800 100% 864.451.800 100% 890.860.000 100% 893.860.000 100% 897.860.000 100% 900.860.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan

5 Laporan 5 Laporan 33.091.800 5 Laporan 33.091.800 5 Laporan 37.000.000 5 Laporan 40.000.000 5 Laporan 44.000.000 5 Laporan 47.000.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan

29 Laporan 28 Laporan 831.360.000 28 Laporan 831.360.000 28 Laporan 853.860.000 28 Laporan 853.860.000 28 Laporan 853.860.000 28 Laporan 853.860.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase pemeliharaan barang 
milik daerah

100% 100% 266.233.022 100% 197.627.375 100% 290.000.000 100% 305.000.000 100% 317.000.000 100% 340.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

9 unit 9 unit 37.477.375 9 unit 37.477.375 9 unit 45.000.000 10 unit 50.000.000 10 unit 55.000.000 10 unit 60.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 

30 unit 30 unit 10.150.000 45 unit 10.150.000 55 unit 20.000.000 60 unit 25.000.000 55 unit 30.000.000 55 unit 30.000.000

Ket
Indikator Program / Kegiatan / Sub 

Kegiatan
BASELINE 

TAHUN 2024

2030Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan
2025 2026 2027 2028 2029



Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

1 unit 1 unit 218.605.647 1 unit 150.000.000 1 unit 225.000.000 1 unit 230.000.000 1 unit 232.000.000 1 unit 250.000.000

Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga 
Kesejahteraan Sosial yang 
Melaksanakan Pelayanan Sosial di 
Dalam Panti Rehabilitasi Sosial

2,03% 5,68% 9,33% 13,39% 16,23% 20,28% 26,37% Jumlah peksos dan tenaga kesos yang 
terlibat di LKS / jumlah seluruh 
peksos dan tenaga kesos x 100%

Persentase SDM Kesejahteraan Sosial 
yang memiliki sertifikasi

1,22% 2,43% 9,33% 17,44% 24,34% 32,45% 40,57% Jumlah SDM Kesos yang memiliki 
sertifikat / jumlah seluruh SDM Kesos 
x 100%

Persentase Lembaga  di Bidang 
Kesejahteraan Sosial  yang 
Terakreditasi dalam Pelayanan Sosial

4,94% 17,28% 28,40% 34,57% 40,74% 46,91% 53,09% Jumlah LKS yang terakreditasi / 
Jumlah Seluruh LKS x 100%

Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Pengumpulan Sumbangan 
dalam Daerah Kabupaten/Kota

0 0 0 0 0 4 dokumen 60.000.000 5 dokumen 65.000.000 5 dokumen 65.000.000 6 dokumen 70.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin 
Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang 
atau Barang

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian 
Gratis Berhadiah dan Pengumpulan 
Uang atau Barang

0 dokumen 0 dokumen                                         -   0 dokumen                                     -   4 dokumen                 60.000.000 5 dokumen                  65.000.000 5 dokumen                 65.000.000 6 dokumen                 70.000.000 

Pengembangan Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah PSKS kewenangan 
Kabupaten/Kota yang meningkat 
Kapasitasnya

389 orang 389 orang 2.933.473.200 389 orang 3.864.671.852 390 orang 3.400.000.000 390 orang 3.650.000.000 390 orang 4.000.000.000 390 orang 4.625.000.000

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial 
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang Mendapat Peningkatan 
Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat 
Kewenangan Kabupaten/Kota

40 orang 40 orang 455.501.348 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga 
Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan Kewenangan 
Kabupaten/Kota yang Meningkat 
Kapasitasnya Kewenangan 
Kabupaten/Kota

18 orang 13 orang 108.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial 
yang Meningkat Kapasitasnya 
Kewenangan Kabupaten/Kota

80 Lembaga 81 Lembaga 2.291.971.852 81 Lembaga 3.236.971.852 81 Lembaga 2.700.000.000 81 Lembaga 2.800.000.000 81 Lembaga 3.000.000.000 81 Lembaga 3.500.000.000

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia 
dan Penguatan Lembaga Konsultasi 
Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Jumlah Sumber Daya Manusia dan 
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan 
Keluarga (LK3) yang mendapatkan 
Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi 
dalam penanganan kasus Kewenangan 
Kabupaten/Kota

13 orang 13 orang 78.000.000 13 orang 78.000.000 13 orang 100.000.000 13 orang 150.000.000 13 orang 200.000.000 13 orang 225.000.000

Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia 
Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber 
Kesejahteraan Sosial Daerah 
Kabupaten/Kota yang Mendapatkan 
Bimbingan Teknis

58 orang - 0 58 orang 549.700.000 86 orang 600.000.000 120 orang 700.000.000 160 orang 800.000.000 200 orang 900.000.000

Persentase Warga Negara Migran 
Korban Tindak Kekerasan  Dalam dan  
Luar Negeri yang Mendapatkan 
Pelayanan Pemulangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  Warga Negara Migran Korban Tindak 
Kekerasan  Dalam dan  Luar Negeri 
yang Mendapatkan Pelayanan 
Pemulangan/Jumlah Warga Negara 
Migran yang mengalami tindak 
kekerasan x 100%

Persentase  Warga Negara Migran 
Korban Tindak Kekerasan yang 
Tertangani

50% N/A 50% 60% 70% 80% 90% Jumlah Warga Negara Migran Korban 
Tindak Kekerasan yang 
Tertangani/Jumlah Warga Negara 
Migran Korban Tindak Kekerasan x 
100%

Pemulangan Warga Negara Migran Korban 
Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di 
Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan 
ke Desa/Kelurahan Asal

Jumlah fasilitasi pemulangan Warga 
Negara Migran Korban Tindak 
Kekerasan dari Titik Debarkasi di 
Daerah Kabupaten/Kota untuk 
dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

N/A N/A 0 20 orang 0 30 orang 748.000.000 40 orang 964.000.000 50 orang 1.180.000.000 60 orang 1.396.000.000

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran 
Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di 
Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke 
Desa/Kelurahan Asal

4.065.000.000

1.180.000.000

3.460.000.000

748.000.000

2.933.473.200

0

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA 
MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

3.864.671.852

0

3.715.000.000

964.000.000

4.695.000.000

1.396.000.000



Jumlah Warga Negara Migran Korban 
Tindak Kekerasan yang dipulangkan 
dari Titik Debarkasi di Daerah 
Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke 
Desa/Kelurahan Asal Kewenangan 
Kabupaten/Kota

N/A N/A 0 20 orang 0 30 orang 748.000.000 40 orang 964.000.000 50 orang 1.180.000.000 60 orang 1.396.000.000

Persentase Penyandang Disabilitas 
Terlantar  yang Terpenuhi Kebutuhan 
Dasarnya

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Penyandang Disabilitas 
Terlantar  yang Terpenuhi Kebutuhan 
Dasarnya/Jumlah Penyandang 
Disabilitas x 100%

Persentase  Anak Terlantar yang 
Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Anak Terlantar yang 
Terpenuhi Kebutuhan 
Dasarnya/Jumlah Anak Terlantar x 
100%Persentase  Lanjut Usia Terlantar 

yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang 

Terpenuhi Kebutuhan 
Dasarnya/Jumlah Lansia Terlantar x 
100%

Persentase Gelandang  dan Pengemis  
yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Gelandang  dan Pengemis  yang 
Terpenuhi Kebutuhan 
Dasarnya/Jumlah Gelandangan dan 
Pengemis x 100%

Persentase Pemerlu Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya  
di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang 
Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

100% 48% 49% 51% 52% 53% 54% Jumlah Pemerlu Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya  
di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang 
Terpenuhi Kebutuhan 
Dasarnya/Jumlah PPKS lainnya  di luar 
HIV/AIDS dan NAPZA x 100%

Indeks Kesejahateraan Sosial Lanjut 
Usia

N/A >70 >72 >74 >76 >78 >80 Terjangkaunya akses seluruh layanan 
(Transportasi dan layanan publik 
lainnya), terjangkaunya askes layanan 
perlindungan dan jaminan sosial 

Indeks Kesejahteraan Sosial 
Penyandang Disabilitas

N/A >72 >74 >76 >78 >80 >82 Terjangkaunya akses seluruh layanan 
(pendidikan, transportasi, dan layanan 
publik lainnya), terjangkaunya askes 
layanan perlindungan dan jaminan 
sosial serta kesetaraan dan tidak ada 
diskriminasi

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut 
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis 
di Luar Panti Sosial

Jumlah  Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta Gelandangan 
Pengemis di Luar Panti Sosial yang 
tertangani

27.451 orang 17.457 orang 4.708.466.327 17.745 orang 4.708.466.327 17.870 orang 4.846.500.000 17.945 orang 4.921.405.000 18.020 orang 5.003.803.000 18.095 orang 5.094.535.800

Penyediaan Alat Bantu
Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat 
Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai 
kebutuhan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

27 orang 15 orang 191.558.500 30 orang 191.558.500 35 orang 264.500.000 40 304.175.000 45 350.000.000 50 402.500.000

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, 
dan Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 
Spiritual dan Sosial Kewenangan 
Kabupaten/Kota

27.283 orang 17.322 orang 4.401.945.527 17.500 orang 4.401.945.527 17.600 orang 4.442.000.000 17.650 orang 4.464.000.000 17.700 orang 4.486.000.000 17.750 orang 4.508.000.000

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga 
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada 
Keluarga Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis 
dan Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota

67 orang 100 orang 34.921.250 110 orang 34.921.250 120 orang 41.800.000 130 orang 45.980.000 140 orang 50.578.000 150 orang 55.635.800

Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan 
Kesehatan Dasar

Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses 
ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan 
Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota

16 orang 20 orang 24.807.000 25 orang 24.807.000 30 orang 35.700.000 35 orang 41.000.000 40 orang 47.000.000 45 orang 54.000.000

Pemberian Layanan Rujukan
Jumlah Orang Mendapatkan Layanan 
Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota

58 orang 75 orang 55.234.050 80 orang 55.234.050 85 orang 62.500.000 90 orang 66.250.000 95 orang 70.225.000 100 orang 74.400.000

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan 
Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti 
Sosial

Jumlah Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 
Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 
di Luar Panti Sosial yang tertangani

579 orang 225 orang 229.931.849 245 orang 227.155.054 265 orang 251.520.000 285 orang 289.072.000 305 orang 314.530.000 325 orang 342.353.000

Pemberian Layanan Kedaruratan
Jumlah Orang yang Mendapatkan 
Pelayanan Kedaruratan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

201 orang 100 orang 102.776.795 110 orang 100.000.000 120 orang 110.000.000 130 orang 136.700.000 140 orang 150.400.000 150 orang 165.500.000

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, 
dan Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 
Spiritual dan Sosial Kewenangan 
Kabupaten/Kota

206 orang 50 orang 55.014.527 55 orang 55.014.527 60 orang 60.520.000 65 orang 66.572.000 70 orang 73.230.000 75 orang 80.553.000

Pemberian Layanan Rujukan
Jumlah Orang Mendapatkan Layanan 
Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota

172 orang 75 orang 72.140.527 80 orang 72.140.527 85 orang 81.000.000 90 orang 85.800.000 95 orang 90.900.000 100 orang 96.300.000

5.318.333.0005.098.020.0004.938.398.176PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 4.935.621.381 5.210.477.000 5.436.888.800



Persentase Penerima  Manfaat  yang 
diberikan Perlindungan dan Jaminan 
Sosial

100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Jumlah bantuan sosial PKH Inklusif 
tersalur/Jumlah sasaran penerima 
bantuan sosial PKH Inklusif  x 100%

Persentase penyaluran perlindungan 
sosial sektor pangan

35,87% 36,00% 37,00% 38,00% 39,00% 40,00% 41,00% Jumlah bantuan sosial pangan 
tersalur/Jumlah keluarga terdaftar 
dalam DTKS atau DTSEN x 100%

Persentase penerima manfaat yang 
diberikan perlindungan dan jaminan 
sosial sektor pendidikan

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Jumlah masyarakat pemerlu layanan 
perlindungan dan jaminan sosial 
sektor pendidikan yang 
terlayani/jumlah masyarakat pemerlu 
layanan perlindungan dan jaminan 
sosial sektor pendidikan x 100%

Persentase penerima manfaat yang 
diberikan perlindungan dan jaminan 
sosial sektor kesehatan

86,36% 87,00% 87,28% 88,21% 89,14% 90,07% 91,00% Jumlah penerima manfaat yang 
diberikan perlindungan dan jaminan 
sosial sektor kesehatan/Jumlah 
anggota DTKS atau DTSEN x 100%

Persentase Desa dan yang 
melaksanakan pengelolaan dan 
pendataan fakir miskin

100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Jumlah Desa dan kelurahan yang 
melaksanakan pengelolaan dan 
pendataan fakir miskin/Jumlah Desa x 
100%

Persentase Keluarga Miskin dan 
Rentan Penerima Perlindungan Sosial 
yang Tergraduasi  dari Kemiskinan

0,29% 0,34% 0,68% 0,96% 1,23% 1,51% 1,78% Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan 
Penerima Perlindungan Sosial yang 
Tergraduasi  dari Kemiskinan/Jumlah 
Keluarga Miskin dan Rentan yang 
terdata dalam DTKS atau DTSEN x 
100%

Persentase penyaluran perlindungan 
sosial sektoral

2,00% 2,00% 3,18% 3,57% 4,07% 4,39% 4,62% Jumlah KPM tergraduasi yang 
memperoleh penyaluran 
perlindungan sosial sektoral/Jumlah 
KPM tergraduasi x 100%

Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Jumlah anak di Panti Asuhan yang 
mendapatkan manfaat

35 orang 150 orang 162.737.715 90 orang 100.000.000 100 orang 120.000.000 110 orang 130.000.000 115 orang 140.000.000 120 orang 150.000.000

Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
Jumlah Anak-Anak Terlantar yang 
Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota

35 orang 150 orang 162.737.715 90 orang 100.000.000 100 orang 120.000.000 110 orang 130.000.000 115 orang 140.000.000 120 orang 150.000.000

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan 
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase pengelolaan data fakir 
miskin

100% 100% 10.447.785.400 100% 10.687.908.050 100% 11.332.921.800 100% 11.895.267.900 100% 12.485.609.600 100% 12.993.418.000 Jumlah data fakir miskin yang 
terkelola / jumlah data fakir miskin

Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota yang Didata

539.697 orang 539.000 orang 52.792.800 549.000 orang 52.792.800 559.000 orang 66.000.000 569.000 orang 65.000.000 579.000 orang 70.000.000 589.000 orang 75.000.000

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang 
Mendapatkan Bantuan Sosial 
Kesejahteraan Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota

4.220 PM 4.645 PM 10.352.499.025 4.645 PM 10.592.621.675 4.800 PM 11.222.303.500 4.900 PM 11.783.418.700 5.000 PM 12.366.418.000 5.100 PM 12.866.418.000

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan 
yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan 
Usulan Perbaikan yang dilaksanakan

30.072 orang 5.000 orang 42.493.575 5.000 orang 42.493.575 5.000 orang 44.618.300 5.000 orang 46.849.200 5.000 orang 49.191.600 5.000 orang 52.000.000

Persentase Korban Bencana Alam,  
Sosial dan/atau Non Alam yang 
Terpenuhi Kebutuhan  Dasar Pada 
Saat dan Setelah Tanggap Darurat  
Bencana

49,53% 59,75% 61,61% 72,14% 80,19% 83,90% 87,00% Jumlah masyarakat terdampak 
bencana yang yang terpenuhi 
kebutuhan dasarnya/Jumlah 
masyarakat terdampak bencana x 
100%

Persentase Masyarakat  di Daerah 
Rawan Bencana yang Meningkat 
Kesiapsiagaannya

24,28% 29,77% 31,57% 37,59% 40,29% 42,10% 43,60% Jumlah Masyarakat  di Daerah Rawan 
Bencana yang Meningkat 
Kesiapsiagaannya / Jumlah 
Masyarakat di Daerah Rawan Bencana 
x 100%

Persentase Korban Bencana yg 
Mendapatkan Layanan Pemulihan  
Sosial

25,26% 30,07% 30,82% 33,68% 39,90% 41,80% 43,41% Jumlah Korban Bencana yg 
Mendapatkan Layanan Pemulihan  
Sosial/Jumlah Korban Bencana x 
100%

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 
dan Sosial Kabupaten/Kota

Persentase Penanganan Korban 
Bencana Alam dan Sosial

100% 100% 165.840.385 100% 314.954.840 100% 235.000.000 100% 260.000.000 100% 280.000.000 100% 305.000.000 Jumlah Korban Bencana Alam dan 
Sosial yang mendapat penanganan / 
jumlah korban bencana alam dan 
sosial x 100%

Penyediaan Makanan
Jumlah Orang yang Mendapatkan 
Permakanan 3x1 Hari dalam Masa 
Tanggap Darurat (Pengungsian) 
Kewenangan Kabupaten/Kota

6.750 orang 1.500 orang 100.310.845 5.000 orang 250.000.000 2.200 orang 135.000.000 2.400 orang 145.000.000 2.500 orang 150.000.000 2.600 orang 160.000.000

Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
Jumlah Orang yang Mendapatkan 
Penanganan Khusus bagi Kelompok 
Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota

30 orang 49 orang 41.374.700 49 orang 40.800.000 60 orang 50.000.000 65 orang 55.000.000 65 orang 60.000.000 70 orang 65.000.000

Pelayanan Dukungan Psikososial

13.143.418.000

605.000.000

12.025.267.900

540.000.000

12.625.609.600

570.000.000

10.787.908.050

530.954.840

11.452.921.800

515.000.000

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN 
SOSIAL

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

10.610.523.115

430.510.985



Jumlah Korban Bencana yang 
Mendapatkan Layanan Dukungan 
Psikososial Kewenangan 
Kabupaten/Kota

152 orang 120 orang 24.154.840 100 orang 24.154.840 120 orang 50.000.000 140 orang 60.000.000 160 orang 70.000.000 180 orang 80.000.000

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat 
Terhadap Kesiapsiagaan Bencana 
Kabupaten/Kota

Persentase Tagana yang terbina dan 
terfasilitasi

100% 100% 264.670.600 100% 216.000.000 100% 280.000.000 100% 280.000.000 100% 290.000.000 100% 300.000.000 Jumlah anggota tagana yang terbina 
dan terfasilitasi / jumlah anggota 
tagana x 100%

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna 
Siaga Bencana

Jumlah Orang yang Melaksanakan 
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan 
Taruna Siaga Bencana Kewenangan 
Kabupaten/Kota

38 orang 36 orang 264.670.600 37 orang 216.000.000 37 orang 280.000.000,00 37 orang 280.000.000 37 orang 290.000.000 37 orang 300.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM 
PAHLAWAN

Persentase Taman Makam Pahlawan 
Nasional yang terkelola  dengan baik

100% 100% 197.183.528 100% 143.646.878 100% 550.000.000 100% 650.000.000 100% 700.000.000 100% 750.000.000 Jumlah TMP yang terkelola / Jumlah 
Seluruh TMP x 100%

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 
Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah Taman Makam Pahlawan yang 
terpelihara

11 TMP 11 TMP 197.183.528 11 TMP 143.646.878 11 TMP 550.000.000 11 TMP 650.000.000 11 TMP 700.000.000 11 TMP 750.000.000

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman 
Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta 
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
Taman Makam Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota

1 Dokumen 11 dokumen 23.646.878 11 dokumen 23.646.878 11 dokumen 250.000.000 11 dokumen 300.000.000 11 dokumen 350.000.000 11 dokumen 350.000.000

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota

Jumlah Makam yang Terpenuhi 
Pemeliharannya pada Taman Makam 
Pahlawan Kabupaten/Kota

11 TMP 11 TMP 173.536.650 11 TMP 120.000.000 11 TMP 300.000.000 11 TMP 350.000.000 11 TMP 350.000.000 11 TMP 400.000.000



Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Priorotas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Program Rehabilitasi Sosial Meningkatnya pelayanan sosial bagi Pemerlu 
Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, 
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di 
Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Bantuan bagi Janda Miskin dan Anak Yatim

2 Program Perlindungan dan Jaminan 
Sosial

Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial 
bagi Fakir Miskin

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Bantuan PKH Inklusif
Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

3 Program Pemberdayaan Sosial Meningkatnya pemberdayaan sosial bagi Potensi 
dan Sumber Kesejateraan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Santunan Kehormatan bagi Marbot, Guru 
Ngaji dan Penjaga Makam

One Data Kemiskinan Kabupaten Gresik

No PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUB KEGIATAN Keterangan



VISI

MISI RPJMD

INDIKATOR

TUJUAN RPJMD

INDIKATOR

SASARAN RPJMD

INDIKATOR

TUJUAN STRATEGIS

INDIKATOR

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya 
penanganan warga 

negara migran korban 
tindak kekerasan

KINERJA PROGRAM

Program Penanganan 
Warga Negara Migran 

Korban Tindak 
Kekerasan

Indikator 

1. Persentase Warga 
Negara Migran Korban 
Tindak Kekerasan  
Dalam dan  Luar Negeri 
yang Mendapatkan 
Pelayanan Pemulangan 
2. Persentase  Warga 
Negara Migran Korban 
Tindak Kekerasan yang 
Tertangani

SASARAN OPERASIONAL

Terfasilitasinya 
Pemulangan Warga 
Negara Migran Korban 
Tindak Kekerasan dari 
Titik Debarkasi di Daerah 
Kabupaten/Kota untuk 
dipulangkan ke 
Desa/Kelurahan Asal

Terselenggaranya 
Rehabilitasi Sosial Dasar 
Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis di 
Luar Panti Sosial

Terselenggaranya 
Pemberdayaan Masyarakat 
Terhadap Kesiapsiagaan 
Bencana Kabupaten/Kota

Terselenggaranya 
Pemeliharaan Anak-Anak 
Terlantar di Panti Asuhan

Terselenggaranya 
Pengelolaan Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

KINERJA OPERASIONAL

Pemulangan Warga 
Negara Migran Korban 
Tindak Kekerasan dari 
Titik Debarkasi di Daerah 
Kabupaten/Kota untuk 
dipulangkan ke 
Desa/Kelurahan Asal

Rehabilitasi Sosial Dasar 
Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis di 
Luar Panti Sosial

Penyelenggaraan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Terhadap Kesiapsiagaan 
Bencana Kabupaten/Kota

Pemeliharaan Anak-Anak 
Terlantar

Pengelolaan Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

INDIKATOR 
OPERASIONAL

Jumlah fasilitasi 
pemulangan Warga 
Negara Migran Korban 
Tindak Kekerasan dari 
Titik Debarkasi di Daerah 
Kabupaten/Kota untuk 
dipulangkan ke 
Desa/Kelurahan Asal

Jumlah Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis di 
Luar Panti Sosial yang 
tertangani

Persentase Tagana yang 
terbina dan terfasilitasi

Jumlah anak di Panti 
Asuhan yang 
mendapatkan manfaat

Persentase pengelolaan 
data fakir miskin

SASARAN 
SUBOPERASIONAL

Terlaksananya 
pemulangan Warga 
Negara Migran Korban 
Tindak Kekerasan dari 
Titik Debarkasi di Daerah 
Kabupaten/Kota untuk 
dipulangkan ke 
Desa/Kelurahan Asal

Terlaksananya Pemberian 
Bimbingan Sosial kepada 
Keluarga Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis 
dan Masyarakat

Terlaksananya Layanan 
Kedaruratan

Terlaksananya Bimbingan 
Fisik, Mental, Spiritual, dan 
Sosial

Terlaksananya Layanan 
Rujukan

Terlaksananya Penyediaan 
Makanan bagi Korban 
Bencana

Terlaksananya 
Penanganan Khusus bagi 
Kelompok Rentan

Terlaksananya Pelayanan 
Dukungan Psikososial bagi 
Korban Bencana

Terlaksananya Koordinasi, 
Sosialisasi dan 
Pelaksanaan Taruna Siaga 
Bencana

Terlaksananya Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Taman Makam Pahlawan 
Nasional Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Pemeliharaan Taman 
Makam Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Peningkatan 
Kemampuan Potensi 
Sumber Kesejahteraan 
Sosial Kelembagaan 
Masyarakat 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Peningkatan 
Kemampuan Sumber 
Daya Manusia dan 
Penguatan Lembaga 
Konsultasi 
Kesejahteraan Keluarga 
(LK3)

Terlaksananya 
Pembinaan Teknis 
Sumber Daya Manusia 
Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
Daerah 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Penjangkauan Anak-Anak 
Terlantar

Terlaksananya Fasilitasi 
Bantuan Sosial 
Kesejahteraan Keluarga

Terlaksananya 
Penyediaan Alat Bantu

Terlaksananya 
Pemberian Akses ke 
Layanan Pendidikan dan 
Kesehatan Dasar

Terlaksananya 
Pemberian Bimbingan 
Fisik, Mental, Spiritual, 
dan Sosial

Terlaksananya 
Pemberian Layanan 
Rujukan

Terlaksananya 
Pendataan Fakir Miskin 

Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Pengelolaan Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota

KINERJA 
SUBOPERASIONAL

Fasilitasi Pemulangan 
Warga Negara Migran 
Korban Tindak 
Kekerasan dari Titik 
Debarkasi di Daerah 
Kabupaten/Kota untuk 
dipulangkan ke 
Desa/Kelurahan Asal

Pemberian Bimbingan 
Sosial kepada Keluarga 
Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis 
dan Masyarakat

Pemberian Layanan 
Kedaruratan

Pemberian Bimbingan 
Fisik, Mental, Spiritual, dan 
Sosial

Pemberian Layanan 
Rujukan

Penyediaan Makanan
Penanganan Khusus bagi 
Kelompok Rentan

Pelayanan Dukungan 
Psikososial

Koordinasi, Sosialisasi dan 
Pelaksanaan Taruna Siaga 
Bencana

Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Taman Makam 
Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota

Pemeliharaan Taman 
Makam Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota

Peningkatan 
Kemampuan Potensi 
Sumber Kesejahteraan 
Sosial Kelembagaan 
Masyarakat 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Peningkatan 
Kemampuan Sumber 
Daya Manusia dan 
Penguatan Lembaga 
Konsultasi 
Kesejahteraan Keluarga 
(LK3)

Pembinaan Teknis 
Sumber Daya Manusia 
Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
Daerah 
Kabupaten/Kota

Penjangkauan Anak-Anak 
Terlantar

Fasilitasi Bantuan Sosial 
Kesejahteraan Keluarga

Penyediaan Alat Bantu
Pemberian Akses ke 
Layanan Pendidikan dan 
Kesehatan Dasar

Pemberian Bimbingan 
Fisik, Mental, Spiritual, 
dan Sosial

Pemberian Layanan 
Rujukan

Pendataan Fakir Miskin 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota

INDIKATOR 
SUBOPERASIONAL

Jumlah Warga Negara 
Migran Korban Tindak 
Kekerasan yang 
dipulangkan dari Titik 
Debarkasi di Daerah 
Kabupaten/Kota untuk 
dipulangkan ke 
Desa/Kelurahan Asal 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta Bimbingan 
Sosial kepada Keluarga 
Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis 
dan Masyarakat 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Kedaruratan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta Bimbingan 
Fisik, Mental, Spiritual dan 
Sosial Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang 
Mendapatkan Layanan 
Rujukan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Permakanan 
3x1 Hari dalam Masa 
Tanggap Darurat 
(Pengungsian) 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Penanganan 
Khusus bagi Kelompok 
Rentan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Korban Bencana 
yang Mendapatkan 
Layanan Dukungan 
Psikososial Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang 
Melaksanakan Koordinasi, 
Sosialisasi dan 
Pelaksanaan Taruna Siaga 
Bencana Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil 
Rehabilitasi serta 
Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana Taman Makam 
Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota

Jumlah Makam yang 
Terpenuhi Pemeliharannya 
pada Taman Makam 
Pahlawan Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga 
Kesejahteraan Sosial 
yang Meningkat 
Kapasitasnya 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya 
Manusia dan Lembaga 
Konsultasi 
Kesejahteraan Keluarga 
(LK3) yang 
mendapatkan 
Peningkatan Kapasitas 
dan fasilitasi dalam 
penanganan kasus 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya 
Manusia Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
Daerah 
Kabupaten/Kota yang 
Mendapatkan 
Bimbingan Teknis

Jumlah Anak-Anak 
Terlantar yang Dijangkau 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Penerima Manfaat 
(PM) yang Mendapatkan 
Bantuan Sosial 
Kesejahteraan Keluarha 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Alat Bantu 
dan Alat Bantu Peraga 
Sesuai kebutuhan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Akses ke 
Layanan Pendidikan dan 
Kesehatan Dasar 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta 
Bimbingan Fisik, 
Mental, Spiritual dan 
Sosial Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang 
Mendapatkan 
Layanan Rujukan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Fakir Miskin 
Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota yang 
Didata

Jumlah Usulan 
Penindaklayakan, 

Usulan yang 
Terverifikasi dan 

Tervalidasi, dan Usulan 
Perbaikan yang 
dilaksanakan

POHON KINERJA DINAS SOSIAL 2025-2029

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 

serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban 
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani

Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara Jumlah PSKS kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya
Jumlah  Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan 
Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani

Jumlah  Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 

Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang 
tertangani

Persentase pengelolaan data fakir miskin

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan 
Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 

Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar  yang 
Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
2. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang 
Disabilitas

1. Persentase  Lanjut Usia Terlantar yang 
Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
2. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

1. Persentase Desa dan yang melaksanakan 
pengelolaan dan pendataan fakir miskin
2. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima 
Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari 
Kemiskinan

Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Terselenggaranya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 

Nasional Kabupaten/Kota
Terselenggaranya Pengembangan Kapasitas bagi Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar 
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 

Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di 
Luar Panti Sosial

Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar 
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 

Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan 
Pengemis di Luar Panti Sosial

Terselenggaranya Pengelolaan Data Fakir Miskin 
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1. Persentase  Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
2. Persentase Gelandang  dan Pengemis  yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
3. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya  di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi 
Kebutuhan Dasarnya

1. Persentase Korban Bencana Alam,  Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan  Dasar Pada Saat dan 
Setelah Tanggap Darurat  Bencana
2. Persentase Masyarakat  di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya
3. Persentase Korban Bencana yg Mendapatkan Layanan Pemulihan  Sosial

Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang 
terkelola  dengan baik

1. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan 
Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial
2. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikasi
3. Persentase Lembaga  di Bidang Kesejahteraan Sosial  yang Terakreditasi 
dalam Pelayanan Sosial

1. Persentase Penerima  Manfaat  yang diberikan 
Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Persentase penerima manfaat yang diberikan 
perlindungan dan jaminan sosial sektor pendidikan
3. Persentase penerima manfaat yang diberikan 
perlindungan dan jaminan sosial sektor kesehatan
4. Persentase penyaluran perlindungan sosial sektor 
pangan
5. Persentase penyaluran perlindungan sosial sektoral

Meningkatnya pelayanan sosial bagi Pemerlu 
Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pelayanan sosial bagi Pemerlu 
Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi 
Fakir Miskin

Program Rehabilitasi Sosial Program Penanganan Bencana Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Progran Pemberdayaan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Meningkatnya pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Meningkatnya penanganan bencana bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial Terwujudnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Meningkatnya pemberdayaan sosial bagi Potensi dan Sumber Kesejateraan 

Sosial
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi Fakir 

Miskin

Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal Mewujudkan Pengurangan ketimpangan

Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral
Persentase penyandang disabilitas yang mendapat 

Program Perlindungan Sosial
Persentase Lansia Miskin yang mendapat 

Program Perlindungan Sosial
Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah 

penduduk

Indeks Inklusi (GEDSI) Rasio Partispasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin Rasio gini

Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial

Indeks Inklusi (GEDSI) Rasio Partispasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin Rasio gini

Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia (Inclusive Human Development) Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan inklusif (Sustainable Society Empowerment)

Indeks Pembangunan Gender Tingkat kemiskinan

Meningkatkan keadilan dan keseteraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi mayarakat miskin dan kelompok rentan
Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan 

menghapus ketimpangan sosial ekonomi

Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Misi ke-1 : Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah Misi ke-5 : Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Indeks Pembangunan Gender Tingkat kemiskinan


